
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 2a8 lXptS/ xu 12A24

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANC,GOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) PENGGANTI
ANTAR WAKTU (PA}Y} MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF

PADA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN SAIIU TIMUR
KABUPATEN HALMAIIERA BARAT

BUPA] I HALMAHERA BARAT

a. trahwa sehubungan dengan adanya Pengunduran diri 3 ("figa) Anggota [Jadan
Permusyarvaratan Desa (BPD) pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Sahu l-imur Kabupaten
Hahnahera Barat, maka <lipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan
Anggcltan Badan Permusyarvaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktr-r {PAW) rnenjadi
Anggota Radan Permusyarvaratan Desa (BPD ) Definitif pada 3 (Tiga) Desa cli
Kecamatan Sahu Timur Kabtipaten Halmahera Barat;

Lr. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu n:enetapkan
Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Pennusvalv atatan
Desa ('BPD) Perrgganti Antar Waktu (PAW) pada 3 (Tiga) Desa Kecamatan Sahu Timur
Kabupaten Haimahera Barat;

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun [958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun
1957 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Srvantantra Tingkat II dalarn Wilayah Daerah
Svrantantra Tingkat I Maluku inenjadi Undang-undang,

2. Urdang-undang lionror 5 Tahun 200C teffang Perubalian atas Undang-undang l.lorricr 4f
Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera
Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulau,an Sula, Kabr-rpaten Halmahera
Timur dan Kota Ti.Jore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara:

4. lJndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Nomor I Tahun 2022 tentang iiiubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 20l5 tentang perubahan atas peraturan

Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah:

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri RI No 110 Tahun 2A16 Tentang Badan
Perm usyarvaratan Desa;

10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202A &nlang Pedoman teknis
Pengeloiaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hahnahera Barat Nomor 1 Tahurn 2019 Tentang l3adan
Permusyarawatan Desa;

i2. Peratr,rran Daerah Kabupaten l{aimahera Barat Nomor 2 lahun 2A2l tentang perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten l{ahnahera Barat Nomor 1 Tahun 2024.
tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahurn Anggaran 2024;

14. Peraturan Bupati Ilalmahera Barat l.lon-ror 1 Tahun 2C24 tentang
penjabaran APBD'fahun Anggaran 2A24;

Mengingat

6



Memperhatikan : Surat Canrat Sahu Timur Nouror : lil.1114J.l2\n4 tanggal 22 Apr1l2024 perihal Usulan
Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BpD.

Menetapkan .

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPA'I :

KELITUA :

KETUJUH .

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Delbnitif
Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 3 (Tiga) Desa yaitLr f)esa Gamomeng, Desa Aketola
dan Deia Ngaon di Kecamatan Sahu 'firnur Kabupaten Flalmahera Barat, Sebagaimana
terlarnpir pada surat keputusan rni.

Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (I3PD) Pergantian Antar Waktu adalah
melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permus-vawaratan Desa (BPD) yang di
gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembati t

(satu) kali masa iabatan berikutnya;

Bagi Anggota Badan Permusvawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan
sesuatu dan lain hal telah mengundurkan diri, maka atas nama Pemerintah Kabupalen
Halmahera Barat dengan ini rnen-varnpaikan ucaparl terima kasih dan penghargaan vang
setingi+ingginya atas Dhanna Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini:

Badan Permusvawaratan f)esa (BPD) Pergantian Antar Waktu claiarr rnelaksanakan
tugasnva, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sr"rngguh-sungguh dengan tetap berpedoman
pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku:

Anggota Badan Permusyarvaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti,
maka secara otomatis Anggota Badan Pennusyawaratan Desa (BFD) pengganti Antar Waklu
menggantikannya.

Dengan Berlakunya Keputusan ini rnaka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor
181,'KPTS,XII|2A22 khususnya nomor 3 kolorn 2 Desa Gamomeng, nonlor 4 kolorn 2 Desa
Aketola dan nonror 12 kolorn 2 Desa Ngaon di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi:

Keputusan ini mulai beriakri pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
paila tanggal '" 2 Desember 2024

BARAT

Tembusan : disampaikan kepada,
11h. I Gubernur N{aluku Utara di Sofrfr.

?. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di iailolo
3. Kepala BPh,'ID Kab. Haknaliera Barat di Jaiiolo
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab Haimahera Barai di iailolo.
5. Clamat Sahu I'imur di Akelamo
6. Yang bersangkr-rtan untuk diketahui dan seperlunya.

Ass. Bid Pem & Kesra.

Kepala DPMPII

Kabas Hukum & Or.,'b

JAMES T]ANG
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NO NAMA DESA NAMAANGGOTAYANG
BERAKHIR MASA TUGAS

NAMAANGGOTAYANG
DIANGKAT

.}ABATAN

) J 4

1. GAMO}IENG YONATIL{NHODJA ANDARIAS HODJA ANGGOT'A

, AIffiTOLA KORNELES PARADI ASTRT CHRISTANTINGITU ANGGOTA

3" NGAON \ATNITARERAS FERONIKA BAWOLO ANGGOTA

Ass. Bid Pem & Kesra.

Kepala DPMPD

Kabag Hukum & Arg

JAMES UANG
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